
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI CILACAP 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 13 TAHUN  2018 

TENTANG 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN 
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CILACAP, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa dasar 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta besarnya 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap 
untuk saat ini masih rendah dan tidak sesuai dengan kondisi 
riil/nilai pasar wajar, sehingga perlu dinaikan secara bertahap; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Cilacap tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar 
Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Cilacap Tahun 2018; 
                                                                                                                                                                                                                              

Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 



5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5950); 

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85); 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 134); 
   

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI 

DAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018.   

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 

2. Bupati adalah Bupati Cilacap.  

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat 
PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

 
 



 

5. Bumi adalah permukaan bumi  yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah kota. 

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

7. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang diatasnya melekat hak-hak 
atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata 

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 

9. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor 
Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan. 

10. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya dapat disebut DBKB adalah 

Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan 
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponenutama 
dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas 

bangunan.  

11. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya dapat disebut ZNT  adalah Zona geografis 

yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi 
Rata-rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak 
dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa 

terikat batas blok. 

12. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya dapat disebut NIR adalah nilai pasar 

rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai.  

13. Kode Blok adalah kode satuan wilayah tertentu dalam satu desa/kelurahan, 
sebagai satuan administrasi terkecil dalam administrasi PBB P2. 

14. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar 

 

 
 Pasal 2 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
NJOP. 

(2) NJOP terdiri dari : 

a. NJOP Bumi; 
b. NJOP Bangunan. 

(3) Besarnya NJOP Bumi untuk Objek PBB P2 di Wilayah Kabupaten Cilacap 

adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(4) Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar penghitungan NJOP 
Bangunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati 
ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

 
 
 

 
 
 



Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

        
            Ditetapkan di Cilacap 

    pada  tanggal 2 Januari 2018 

 

        BUPATI CILACAP, 

 

                   Ttd  

 

   TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 2 Januari 2018 
 

   Plt. SEKRETARIS DAERAH 
      KABUPATEN CILACAP 
 KEPALA BAPPELITBANGDA, 

 
 

                    ttd 
 
 

           FARID MA’RUF 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 13 
 
 

 
 
 

 



DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB) 

 

NO KOMPONEN LUAS/TYPE/VOLUME/ LANTAI/ NILAI 

 JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN LEBAR BENTANG TINGGI KOLOM (Rp. 1.000,-) 

  

3.4 LANGIT-LANGIT 

   

 a. Akustik /  Jati - -      193 

 b. Trip / Asbes / Bambu 
 

- -        95 

 
BUPATI CILACAP, 

 

                          Ttd  

 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

 
Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 2 Januari 2018 
 
   Plt. SEKRETARIS DAERAH 

      KABUPATEN CILACAP 
 KEPALA BAPPELITBANGDA, 

 
 
                    ttd 

 
 
           FARID MA’RUF 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 13 



NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI 

 
PROVINSI   : 33-JAWA TENGAH 
KABUPATEN  : 01-KABUPATEN CILACAP 

KECAMATAN : 730-CIALCAP TENGAH 

DESA/KELUARAHN : 005-KUTAWARU 
 

KODE 

BLOK 

NAMA JALAN KODE 

ZNT 

KELAS 

BUMI 

PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI 

(Rupiah/m2) 

Ket nilai jual 

objek pajak 

bumi 

(Rupiah/m2) 

015 JL. NUSA RUKUN BR 079 91.000 s/d 114.000 106.900 

015 JL. NUSA WARINGIN BR 079 91.000 s/d 114.000 106.900 

015 KUTAWARU BR 079 91.000 s/d 114.000 106.900 

016 JL. NUSA KARYA AE 087                     8.400 s/d   12.000 11.600 

016 KP BLOK 016 AE 087                     8.400 s/d   12.000 11.600 

016 JL. NUSA KARYA BW 083                   31.000 s/d   41.000 33.000 

 
BUPATI CILACAP, 

 

                          Ttd  

 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 2 Januari 2018 
 

   Plt. SEKRETARIS DAERAH 
      KABUPATEN CILACAP 
 KEPALA BAPPELITBANGDA, 

 
 

                    ttd 
 
 

           FARID MA’RUF 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 13 

 


